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1.

BABYV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah d'ijelaskan pada bab-bab terdahulu,
selanjutnya dikemukakan bebera‘pa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari
beberapa masalah yang telah dibahas baik secara teoritis maupun dalam
prakteknya:

a. Pengertian Perkawinan baik perkawinan menuru hukum Islam maupun
perkawian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus
didasarkan pada kehendak dan berkat Tuhan/Pemerintah Tuhan yang
diiaksanakan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak (calon
suami atau istri). Masalah kedewasaan dalam perkawinan menurut
pandangan Undang-Undang Nomor | tahun 1974 minimal usia calon
pengantin \wanita 16 tahun dan calon pengantin pria 19 tahun dan
pelaksanaan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 setelah
diberlakukannya, angka perkawinan di bawah umur relatif kecil.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di bawah umur antar lain:

Adanya kawin lari

Adanya perkawinan musiman

Alasan lingkungan/ adat-istiadat/ kebiasaan setempat

Karena desakan orang tua dil.



b. Batas minimal usia perkawinan yang berlaku umum di
Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok
Timur secara eksplisit tidak di tentukan tetapi sebagian besar
berpegang berpegang pada aturan-aturan yang telah di tetapkan
dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1).

c. Jika terjadi penyimpangan terhadap aturan yang telah di atur
dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,
makajalan penyelesaiannya atara lain

- Mengadakan musyawarahdengan melibatkan pihak-
pihak yang terkait baik calon pengantin wanita maupun
calon pengantin pria dan kelurga serta pihak-pihak
yang berwenang dalam proses pelkaksanaan
pernikahan dengan maksud perkawinan dibawah umur
tidak dilaksanakan.

- Jika jalan tersebut tidak efektip artinya tidak dapat
menyelesaiakn ~ masalah, maka permasalahan ini di
serahkan kepada pihak yang berwenag setelah sebelumnya
diberikan penjelasan secara argumentative dan landasan-

landasan yang jelas dari beberapa orang yang



terlibatdengan diksi yang jelas juga, dengan polse
akhir tidak jadi dinikahkan.
- Agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur di Desa
Suralaga Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok
Timur, maka senantiasa/secara kontinyu diadakan
sisialisasi dan kepada aparat yang terkait harus punya
komitmenuntuk menegakkan aturan tersebut.
2. Saran-saran
Bedasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan kenyataan
telah terjadi perkawinan dibawah umur di Desa Suralaga, dan untuk
meningkatkan kesadaran dan efektifitas Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 penulis mencobamengemukakan saran-saran sebagai
berikut
a. Karena pentingnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 khusnya pasal 7 ayat (1), maka diharapkan
kewaspadaan dari pelaksanaan hokum agar terjun kedesa-desa
untuk dapat memberikan penyuluhan/penatarankepada
pemuka-pemuka masyarakat serta orang-orang yang
mempunyai pengaruh di desa tersebut, sehingga dengan

demikian bisa tahu dan mengerti tentang isi dan manfaatdari



